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PENDAllULUAN 

Korupsi merupakan salah satu masalah nasional yang diangap sebagai 

kejahatan yang menghambat kelancaran pembangunan, di samping merupakan 

tiodakan peoyelewengan lc:rbadap nom1a alau kaidab hukwn yang berlaku dan norma 

sosial lainnya. Dimana selama kutang lebih tiga dasawarsa korupsi merupakan akibat 

yang suJcar ditanggulangi, oleh karena masalab korupsi adalah masalah yang banyak 

:;angkul pautnya dan li<htk tcnlu ujung pangka.lnya. 

Indonesia sendiripun tidak terlepas dari wabah korupsi. Sampai sekarang 

Indonesia belum bisa lepas dari wabah korupsi ini, walaupun lelah banyak peraturan 

dan undang-undang yang dikeluarkan untuk memberantas semakin melajunya tingkat 

kualiias dan lmantitas kejahatan korupsi ini. Beberapa undang-undang telah dibuat 

yaitu Undang-undang No. 74 Tahun 1975 jo Undang-undang No. 79 Tahun 1957 

lcntang Keadaan Bahaya. Kemudian diganti lagi Pcngusutan, Penuntutan, dan 

Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Kcmudiwi diganti lagi dengan Undang-undang 

No. 3 Tahun 1971 tcntang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Scmua Undang­

undang ini tampaknya lnuang efektif untuk menjerat para koruptor sehingga 

dikcluarkan lagi undang-undang yang baru unluk mcngatasi kek.urang-efektifan 

undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Teniang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diharapkan bisa menjadi alat yang ampuh 

untuk memberantas korupsi ini. Undang-undang ini kemudian diubah dcngan Undang-
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Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tcntang Pcrubahan Alas Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Korupsi itu scndiri adalah staalU penyakit dala.rn masya.rakat khususnya dala.rn 

tubuh negara karena akibat dari penyakit itu dapat menghambat lajunya roda 

pcmbangunan sekaligus mengurangi "'�bawa pemerintah di mata masyarakat, maka 

pcrlu diberantas dengan tuntas. 

Sehubungan dengan itulah akhir-akhir ini tema menantang kejahatan korupsi 

timbul dari pemerintah, bahkan sudah mcrupakan kampanyc ndari pemerintah serta 

didukung oleh semangat rakyal untuk membcrantasnya. Pembicarann lerhadap 

kejahatan korupsi dibahas di berbagai media massa baik melalui media penerangan, 

surat kabar, majalah dan tercantum sebagai suatu pcmbicaraan di berbagai tcmpat 

Ji�kusi. 

Pembahasan yang akan diJakukan adalah sckitar pertanggungjawaban pidana 

penyalahgunaan wewcnang yang dilakukan oleh pcgawai negeri sipil dimana bentuk 

pcnyalahgunaan wcwenang ters.:but aJalah mdakukan tindak pidana korupsi. Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) adnlah pondasi dalam pcmbangunan di Indonesia. Jronis. menurut 

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, hampir 1.000 pcgawai negeri sipil terlibat 

kasus tindak pidana 1..orupsi.1 

1Merdeka.Com, "Mendagri: Harnpir 1.000 PNS Korupsi", 
b£rp .'�-ww.mqde"4rom!rrriS{;....�,,.t114qv;..l1amplr-l(}()()=pm-kcrymi.hnnL Dialses ianwt 5 J3Duari 
2012. 
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